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ABSTRAK 
Nama  : Sri Wahyuni.R 
Nim  : 10100107041 
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyyah / Peradilan Agama 
Fakultas : Syariah dan Hukum 
Judul Skripsi  : Sistem Hukum Waris Adat Masyarakat Binamu Kab. Jeneponto 
menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan 
Kewarisan Ditengah Masyarakat Jeneponto) 
 
Tujuan penelitian skripsi ini, dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana cara 
pembagian harta warisan di daerah adat  Kecamatan Binamu dan sistem hukum 
kewarisan yang diperlakukan masyarakat tersebut.  
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode  pengumpulan data yang 
terdiri dari Library Research, Filed Research dan teknik penulisan yaitu induktif, 
deduktif dan komperatif. Kemudian data tersebut dianalisis secara kuantitatif dan  
disajikan secara deskriptif. 
Hukum  waris adat Binamu, mengenal peralihan dan penelusuran harta 
kekayaan pewaris baik sewaktu pewaris masih hidup maupun setelah pewaris 
meninggal. 
Dalam sistem waris adat masyarakat Binamu Kabupaten Jeneponto, menganut 
sistem kewarisan individual, karena setiap ahli waris berhak memperolah dan 
memiliki serta pengalihan harta warisan yang diperoleh pewarisnya. Sedangkan dilain 
pihak dalam masyarakat adanya menganut sistem kewarisan kolektif, sebab setiap 
ahli waris tidak berhak memiliki secara penuh harta warisan tersebut, kecuali yang di 
berikan kepada ahli waris, hak pakai saja dalam waktu tertentu. 
Pembagian harta warisan adat masyarakat Binamu lebih banyak melakukan 
proses pewarisannya sebelum pewaris meninggal. Tetapi sejalan dengan pembagian 
dalam hukum Islam yaitu satu bagian untuk anak perempuan dan dua bagian untuk 
anak laki-laki. Tetapi dalam hal tertentu harta kekayaan pewaris akan dibagi, dengan 
cara musyawarah keluarga tersebut melihat kondisi masing-masing ahli waris untuk 
diberikan harta warisan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia dalam perjalanan hidupnya akan 
melewati suatu masa, dilahirkan, hidup di dunia dan meninggal dunia. Masa-masa 
tersebut tidak terlepas dari kedudukan kita sebagai makhluk Allah, karena dari Dia-
lah kita berasal dan suatu saat kita akan kembali berada di pangkuan-Nya. Selain 
sebagai makhluk individu manusia juga berkedudukan sebagai makhluk sosial bagian 
dari suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban. 
Berbicara mengenai perjalanan hidup manusia, ketika manusia melewati 
masa-masa hidup di dunia, ia juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat tersebut. Ketika manusia itu 
meninggal dunia maka hak-hak dan kewajibannya akan berpindah kepada 
keturunannya, hal ini dapat diartikan adanya macam-macam hubungan hukum antara 
anggota masyarakat yang erat sifatnya1, namun dengan adanya peristiwa 
meninggalnya anggota masyarakat seseorang tidak berakibat hilangnya perhubungan-
perhubungan tadi, kerena hukum telah mengatur bagaimana cara perhubungan itu 
dapat diselamatkan agar masyarakat selamat sesuai dengan tujuan dengan hukum 
yang mengatur dari kepentingan-kepentingan yang timbul sebagai akibat adanya 
peristiwa itu. 
                                                           
1 Wirjono Progjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia (Bandung: Sumur Bandung, 1993), 
h.18.  
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Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam Hukum Islam. Ayat-ayat 
al-Quran mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci, sebab masalah warisan 
pasti dialami oleh setiap orang. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera 
timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada 
siapa harta peninggalan itu dipindahkan.2 
Hukum kewarisan dalam Islam juga mendapatkan perhatian besar karena  
pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan 
bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya.3 
Pembagian harta warisan menurut hukum adat biasanya dilakukan atas dasar 
kekeluargaan dan kerukunan serta keadilan antara para ahli waris. Masalah pihak 
yang berhak memperoleh warisan. Biasanya diutamakan mereka yang paling dekat 
dengan si pewaris. Bahkan secara adat anak angkatpun memperoleh warisan karena 
kedekatannya itu. Secara adat dibeberapa daerah bermacam-macam bentuk sesuai 
dengan daerahnya masing-masing. 
Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk 
kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan 
memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di 
Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, 
dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus 
membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem 
kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.4  
                                                           
2 Ahmad Ashar Basyir, Hukum Waris Islam (Cet.13;Yogyakarta:Prima Grafika,2001 ), h.7. 
3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2005),  h. 356. 
4 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: Cipta Aditya Bhakti ,1993), h.23.    
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Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang 
sistem dan asas-asas tentang waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, 
serta cara warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada 
ahli waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari 
pewaris yang telah wafat, baik harta itu yang telah dibagi maupun dalam keadaan 
tidak terbagi-bagi.  
Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan dan 
harta bawaan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang 
yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah yang menunjukkan orang yang 
mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas warisan. Cara pengalihan 
adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum 
maupun sesudah wafat. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta 
kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh 
Ter Haar: 
“Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana 
dari abad keabad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud 
dan tidak berwujud dari generasi ke generasi berikutnya.”5 
Demikian pula pada pendapat Soepomo tentang bukunya yang berjudul Bab-
bab tentang Hukum adat mendefinisikan hukum waris adat sebagai: 
“Peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengeporkan 
barang-barang harta benda dan barang yang berwujud dari suatu angkatan 
manusia (genetatic) kepada turunannya“.6     
  
 
                                                           
5Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, terj. R. Hg  Surbakti Presponoto, Let. 
N.Voricin Vahveve ( Bandung: Pustaka Media, 1990), h.47.     
6 Soepomo, BabBab Tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradya Paramita, 1992), h.72.  
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Menurut Hilman Hadikusuma, S.H.,  
Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur bagaimana 
harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi dari pewaris 
kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya.7 
Sejauh mana hukum kewarisan Islam dapat dipahami telah dapat diwujudkan 
rasa keadilan,memang menuntut kearifan tersendiri. Ini karena Islam menentukan 
bagian yang baku antara laki-laki dan perempuan berbeda,yaitu laki-laki dua bagian 
yang diterima perempuan. Proses waris dalam hukum Islam sudah ditentukan dalam 
al-Quran. 
Menurut hukum adat, pembagian harta warisan dilakukan setelah dibayarkan 
piutang-piutang dan sangkut paut lainnya dari orang yang meninggal. Oleh karena itu, 
hukum adat mempunyai ketentuan yang benar oleh hukum waris menurut ajaran 
agama Islam.  
Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis 
keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan,yang mungkin 
merupakan prinsip patrilineal murni,patrililineal beralih-alih (alternerend) matrilineal 
ataupun bilateral dan ada pula prinsip unilateral berganda atau (dubbel-unilateral).   
Di Indonesia ada tiga sistem hukum yang mengatur masalah pewarisan, yaitu 
hukum Islam, hukum barat, dan hukum adat. Masing-masing sistem hukum tersebut 
mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri. Hukum waris adat mempunyai corak dan 
sifat-sifat yang khas bangsa Indonesia sebagaimana yang di nyatakan oleh Hilman 
Hadikusuma bahwa hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat khas 
bangsa Indonesia yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab 
                                                           
7 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Penerbit CV. 
Mandar Maju, 1992), h. 28.   
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perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang 
berfalsafah pancasila dengan masyarakat yang Berbhineka Tunggal Ika. Latar 
belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong 
guna mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam hidup. 8 
Selain itu hukum waris adat merupakan suatu peraturan yang mengatur 
masalah pewarisan adat. Sebagaimana dinyatakan oleh Soepomo bahwa hukum waris 
itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta 
mengoperkan barang–barang harta benda dan barang–barang tidak berwujud benda 
(immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. 
Proses tersebut tidak menjadi akuut oleh sebab orang tua telah meninggal dunia. 
Memang meninggalnya bapak dan ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi 
proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses 
penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut. Soepomo 
(1997 : 81, 82)9 
Dan Sesuai dari pada pengamatan penulis bahwa sistem kewarisan kecamatan 
binamu masih dipengaruhi oleh hukum adat setempat, dan hukum adat tersebut 
tentunya merupakan warisan dari zaman ke zaman mulai dari zaman kerajaan atau 
sebelum Islam masuk  ke Nusantara sampai sekarang. 
Pada proses pembagian kewarisan pada zaman kerajaan masih mengacu pada 
cara pembagian masyarakat setempat atau diserahkan kepada pemangku adat untuk 
diselesaikan masalah kewarisan tersebut. Pada awalnya proses pembagian tersebut 
                                                           
8 Dean Winchester, Pengertian Dan Istilah Hukum Waris Adat. 
http://www.shvoong.com/tags/pengertian-mawaris.  11 Januari 2011.  
9  Soekanto Soerjono,  Hukum Adat Indonesia (Jakarta:PT RajaGrafafindo Persada, 2007), h. 
259. 
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diselesaikan sesuai kesepakatan para ahli waris dan apabila cara tersebut belum ada 
kesepakatan, maka perkara kewarisan tersebut di arahkan kepada pemangku adat atau 
orang yang dipandang ahli untuk menyelesaikan perkara kewarisan. Namun apabila 
belum terselesaikan, maka akan diserahkan kepada pihak kerajaan untuk 
menyelesaikan perkara tersebut. 
Dan pada waktu Islam sudah masuk di Nusantara, perlahan-lahan hukum 
Islam tersebut bisa bergandengan dengan aturan pihak kerajaan. Dan untuk 
menyelesaikan perkara dalam hukum Islam maka ada istilah lembaga tahkim yaitu 
suatu lembaga yang menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang Islam yang 
dipandang ahli dalam bidang hukum Islam termasuk ahli dalam bidang kewarisan 
seperti para ulama dan lain-lain.  
Ketika Islam sudah mulai menyatu dengan pihak kerajaan maka  lembaga ke 
Islaman sudah menyebar dibeberapa kerajaan Islam yang disebut dengan swapraja. 
Adapun sistem kewarisan adat Masyarakat Binamu atan Kabupaten Jeneponto itu 
terbagi dua yaitu : 
1. Pembagian harta warisan yang di bagi sebelum ahli waris meninggal,dan 
2. Pembagian harta warisan yang di bagi setelah ahli waris meninggal. 
Sistem ini adalah merupakan sistem waris adat yang di lakukan oleh 
masyarakat Binamu kabupaten Jeneponto dimana hal ini sudah menjadi kebiasaan 
dan tradisi dari sistem waris adat Binamu Kabupaten Jeneponto. Ada banyak faktor 
yang mempengaruhi masyarakat Binamu menjadikan dua sistem ini sebagai cara 
membagi warisan keluarga mereka. 
Disisi lain tidak sedikit juga masyarakat menentang salah satu dari sistem 
waris adat diatas di karenakan oleh faktor-faktor yang berkepentingan di dalamnya. 
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Pada dasarnya dua sistem waris adat yang di lakukan masyarakat Binamu diatas 
merupakan sistem yang flexible dan tergantung dengan situasi dan kondisi masing-
masing keluarga ahli waris. Apapun alasan dan tujuan dari dua sistem tadi diharapkan 
mampu menjadi solusi terbaik demi terciptanya kehidupan yang adil dan sejahtera. 
Dari kedua sistem tersebut mempunyai sisi positif dan negatif dari sistem 
tersebut yang dapat menimbulkan berbagai macam masalah dalam keluarga. Oleh 
karena itu,berdasarkan pengamatan penulis sebagian besar masyarakat Binamu 
Kabupaten Jeneponto cara pembagian harta warisannya dibagi sebelum ahli waris 
meninggal.  
Pembagian harta warisan ini sangat menarik untuk diteliti, terlebih lagi di 
daerah Binamu Kabupaten Jeneponto yang merupakan tempat tinggal (kampung) 
penulis. Fenomena yang terjadi memeperlihatkan banyaknya pembagian harta 
warisan yang bermacam-macam, yang terkadang menimbulkan segala bentuk 
pertengkaran. Oleh karena itu penulis mengangkat persoalan yang biasa terjadi 
masyarakat dengan judul skripsi “ Sistem Hukum Waris Adat Masyarakat Binamu 
Kabupaten Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam. “ 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan 
masalah yaitu : “ Bagaimana Sistem Hukum Waris Adat Masyarakat Binamu 
Kabupaten Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam”, adapun sub masalahnya 
adalah : 
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1. Bagaimana  hukum kewarisan Masyarakat Binamu Kabupaten Jeneponto? 
2. Bagaimana sistem pembagian harta warisan di daerah adat masyarakat 
Binamu Kabupaten Jeneponto? 
3. Bagaimana tinjauan syariat Islam terhadap harta warisan adat masyarakat 
Binamu Kabupaten Jeneponto?  
C. Hipotesis 
Dengan latar belakang masalah yang ada, maka penulis dapat mengambil 
suatu kesimpulan, berupa jawaban sementara dengan jalan hipotesis dalam kaitannya 
dengan permasalahan diatas yaitu : 
1. Sistem hukum kewarisan masyarakat Binamu Kabupaten Jeneponto yaitu 
sesuatu yang diwariskan secara turun temurun kepada ahli waris yang dilakukan 
secara bergiliran, objek harta warisan ini adalah sawah dan kebun, harta turunan 
ini tidak terbagi hanya hak pakai saja yang diberikan kepada ahli warisnya. 
Kebanyakan masyarakat Binamu Kabupaten Jeneponto membagi harta 
warisannya sebalum ahli waris meninggal dunia. 
2. Pembagian harta warisan merupakan suatu perbuatan dari pada ahli waris 
bersama-sama. Serta pembagian ini diselenggarakan dengan bermufakat atau atas 
kehendak bersama dari pada para ahli waris. Sistem pembagian harta warisan di 
daerah Binamu Kabupaten Jeneponto memakai sistem yang menarik garis 
keturunan baik melalui garis keturunan bapak maupun garis ibu sehingga dalam 
kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara ibu dan 
ayah yang biasanya disebut dengan sistem Parental atau Bilateral yang biasa juga 
disebut sifat kebapak-ibuan. 
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3. Menurut syariat Islam hukum waris adat masyarakat Binamu Kabupaten 
Jeneponto, kebanyakan memakai sistem pembagian harta warisannya dengan 2:1. 
Antara laki-laki dan perempuan, laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan 
mendapatkan satu bagian. Walaupun masih adanya masyarakat Binamu 
Kabupaten jeneponto yang membagi harta warisannya dengan sama rata antara 
laki-laki dan perempuan. Tetapi pembagian seperti itu tidak menimbulkan 
masalah, maka pembagiannya dapat dinyatakan sesuai dengan syariat Islam. 
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan 
Untuk lebih mengerti akan makna judul yang dibahas oleh penulis,dirasa perlu 
dikemukakan lebih dahulu batasan atau penjelasan mengenai pengertian judul 
tersebut yang terdiri atas beberapa frase sebagai berikut : 
Secara etimologi istilah waris berasal dari bahasa arab yang diambil alih 
menjadi bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata “warisan” artinya mempusakai harta, 
ahli waris menunjukkan orang yang menerima atau mempusakai harta dari orang 
yang telah meningal dunia.10 Hukum waris adat meliputi aturan-aturan hukum yang 
bertalian dengan proses dari abad ke abad. Sangat menarik perhatian ialah proses 
penerusan dan peralihan kekayaan material dan immaterial dari turunan keturunanya. 
Oleh karena itu, istilah hukum waris mengandung pengertian yang meliputi 
kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses peralihannya harta benda dan hak-
hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. 
Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-
keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai 
                                                           
10 Ahmad Rafiq, op. cit. h.355.  
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pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta (spontan) dan 
ditaati dengan sepenuh hati.11  
Hukum waris adat adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup 
permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta 
kekeyaan baik yang materiil maupun yang immateriel, yang mana dari seorang 
tertentu dapat diserahkan kepada keturunanya serta yang sekaligus juga mengatur 
saat, cara dan proses peralihannya dari harta dimaksud.12 
Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah 
dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku 
mengikat untuk semua beragama Islam.13 
Sehingga persoalan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini yaitu 
Sistem Hukum Waris Adat Masyarakat Binamu Kabupaten Jeneponto menurut 
Tinjauan Hukum Islam. 
E. Kajian Pustaka 
Pembahasan ini membahas tentang “Sistem Hukum Waris Adat Masyarakat 
Binamu Kab.Jeneponto menurut Tinjauan Hukum Islam”. Setelah menelusuri 
berbagai referensi yang berkaitan dengan pembahasan ini, penulis menemukan 
beberapa buku, yaitu : 
                                                           
11 Wiranata, Hukum Adat Indonesia perkembangan dari masa ke masa, (Bandung: PT Citra 
Aditya Bakti, 2005), h. 14.  
12 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008), h.281.  
13 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Cet II; Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 9.  
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1. Ahmad Azhar Basyir, Hukum waris Islam dalam bukunya membahas tentang 
kedudukan hukum waris dalam Islam,perhitungan pembagian harta warisan,ahli 
waris,sumber-sumber hukum waris Islam dan ketentuan bagian warisan. 
2. Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia dalam bukunya membahas tentang 
dimana hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi 
dalam masyarakat, berfungsi sebagi pola untuk mengorganisasikan serta 
memperlancar proses interaksi tersebut. Hukum adat tetap berfungsi secara 
efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat walaupun hukum tertulis dalam 
perkembangannya telah mengatur bagian tertulis dalam perkembangannya telah 
mengatur bagian terbesar dalam aspek kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, 
hukum adat mempunyai fungsi manfaat dalam pembangunan (hukum) karena : 
hukum adat merumuskan keteraturan perilaku mengenai peranan, perilaku-
perilaku dengan segala akibat-akibatnya dirumuskan secara menyeluruh, dan 
pola penyelesaian sengketa yang kadang bersifat simbolis. Dan terdapat pula 
sistem hukum adat, hukum adat suatu deskripsi analitis, dan pembangunan dan 
hukum adat. Yang didalam terdapat subjek dan objek hukum waris dan 
peristiwa-peristiwan tentang kewarisan. 
3. Ahmad Rofiq M.A, Hukum Islam di Indonesia, dalam bukunya membahas 
tentang bagaimana hukum Islam di Indonesia itu sendiri, pengertian kewarisan, 
dasar-dasar kewarisan Islam dan latar belakang keberadaan dan kekuatan 
hukumnya. 
4. Abdul kadir Muhammad, Hukum perdata di Indonesia, dalam bukunya  
membahas tentang peraturan pewaris, sistem pewaris, harta warisan dan ahli 
waris. 
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5. Suparman Usman, Fiqh Mawaris, dalam bukunya membahas tentang sejarah 
singkat tentang pewarisan, pembagian harta warisan menurut ketentuan Hukum 
Syari’at Islam dan sumber-sumber hukumnya, dan hukum kewarisan menurut 
Kompilasi Hukum Islam.   
6. Abdillah Mustari, Modul Hukum Kewarisan Islam, dalam bukunya  membahas 
tentang asas hubungan sistem kewarisan dan sistem kekeluargaan, membagi 
warisan berdasarkan syariat Islam, definisi ilmu Faraid, serta beberapa 
ketentuan kewarisan, sumber hukum dan rukun waris. 
F. Metode Penelitian 
Dalam mengumpulkan data dan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 
metode-metode sebagai berikut : 
1. Metode Pendekatan 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan, 
sebagai berikut: 
a. Pendekatan Syar’i, yaitu pendekatan dengan memperhatikan ketentuan 
syaria’at Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. 
b. Pendekatan Yuridis, yaitu metode pendekatan yang selalu memperhatikan 
peraturan yang ada dan masih berlaku. 
2. Metode pengumpulan data/penulisan 
a. Dalam mengumpulkan data penulis mempergunakan metode Library 
Research, metode ini dimaksudkan, bahwa penulis mengumpulkan data 
referensi-referensi yang relevan, kemudian mengambil bahan-bahan tertulis 
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atau kutipan-kutipan dari sekian pendapat atau masalah yang ada 
hubungannya dengan pembahasan skripsi ini. 
b. Field Research, yaitu suatu pola pengumpulan data di lapangan dengan 
memilih Kecamatan Binamu Kab.Jeneponto. Dalam penelitian ini penulis 
mengemukakan data melalui metode : 
1. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di 
konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.14 Wawancara dapat 
dilakukan melalui secara terstruktur dan dapat dilakukan melalui 
tatap muka atau dengan menggunakan telepon. Mengumpulkan data 
di Pengadilan Agama  Kab.Jeneponto 
2. Observasi, yaitu suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun 
dari berbagai biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan 
menggunakan indera.15 
3. Metode pengolahan data/penulisan 
a. Metode komparasi, yaitu metode yang dipergunakan untuk membandingkan 
antara satu data dengan data yang lain. Dalam hal ini mungkin ada data yang 
didukung atau hanya sekedar diadakan pengkrompromian, sehingga tidak 
saling bertentangan kemudian mengambil suatu kesimpulan. 
b. Metode Induktif, yaitu dengan jalan membahas dan meneliti persoalan yang 
bersifat khusus, kemudian mengadakan generalisasi kepada hal yang lebih 
umum, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan pengertian universal. 
                                                           
14 Esterberg, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitaf (Yogyakarta: Bumi Aksara, 
2002),h. 97.  
15 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1986), h.172.  
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c. Metode Deduktif, yaitu dengan jalan membahas dan meneliti persoalan yang 
bersifat khusus dari segi pengetahuan yang bersifat umum, kemudian ditarik 
dan ditemukan suatu kesimpulan secara deduktif. 
G. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dan kegunaan yang diharapkan dicapai dalam penulisan skripsi 
ini adalah : 
1. Tujuan Penelitian 
Mengingat bahwa, persoalan kewarisan merupakan salah satu aspek yang 
sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan 
dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa adanya pembagian warisan,sistem 
kekeluargaan tidak akan tercapai sesuai yang di inginkan.karena akan selalu 
ada perdebatan masalah warisan, penulis bermaksud memahami dan 
mengetahui realitas.  
2.  Kegunaan Penelitian 
a. Dengan penelitian ini nantinya diharapkan penulis benar-benar memahami 
tentang kewarisan, salah satunya adalah masalah waris adat dan mampu 
memberikan kontribusi bagi masyarakat secara luas. 
b. Diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat 
Binamu Kab.Jeneponto lebih hati-hati dalam pembagian harta warisan 
c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi siapa yang membaca 
skripsi ini dalam memperkaya kebudayaan. 
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BAB II 
TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWARISAN 
A. Hukum Waris Adat 
Sistem hukum kewarisan adat beraneka ragam, hal ini dipengaruhi oleh 
bentuk masyarakat diberbagai daerah lingkungan hukum adat dan sifat kekerabatan 
berdasarkan turunan. Setiap sistem turunan memiliki kekhususan dalam hukum 
warisnya yang satu dengan yang lain saling berbeda. Dalam hukum adat mengenal 
tiga sistem kewarisan yang sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, yaitu: 
a. Sitem kewarisan Individual, merupakan sistem kewarisan yang menentukan 
bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan. Dimana setiap ahli waris 
mendapatkan bagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan 
menurut masing-masing. Sistem kewarisan individual ini banyak berlaku di 
lingkungan masyarakat yang memakai sistem kekerabatan secara parental.1 
Seperti masyarakat bilateral di daerah jawa, dan juga sebagian masyarakat yang 
sistem kekerabatannya patrilineal, seperti di tanah Batak. 
b. Sistem Kewarisan Kolektif, merupakan sistem kewarisan yang menentukan 
bahwa ahli waris mewaris harta peniggalan secara bersama-sama (kolektif) 
karena harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada 
masing-masing ahli waris.2 Setiap ahli waris berhak mengusahakan, 
                                                 
1 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h.24.  
2 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan Bw, (Bandung: 
Refika Aditama, 2005), h.53.    
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menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sistem kewarisan 
kolektif ini terdapat pada masyarakat yang memakai sistem kekerabatan 
matrilineal,seperti di daerah Minagkabau. 
c. Sistem Kewarisan Mayorat, sistem kewarisan ini menentuka bahwa harta 
peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh satu orang anak. Sistem kewarisan 
mayorat di daerah yang masyarakatnya bersistem kekerabatan patrilineal yang 
beralih-alih. Sistem mayorat ini dibedakan menjadi dua, yaitu: 
1) Mayorat laki-laki, yaitu apa bila anak laki-laki tertua/sulun atau keturunan 
laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. 
2) Mayorat perempuan, yaitu anak perempuan tertua merupakan ahli waris 
tunggal dari si pewaris. 3 
Sistem mayorat menentukan bahwa penerusan dan pengalihan hak penguasaan 
atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas 
sebagai pemimpin rumah tangga atau kepada keluarga yang menggantikan kedudukan 
ayah dan ibunya sebagai kepala keluarga.4  
Sistem keturunan yang berbeda-beda tampak pengaruhnya dalam sistem 
pewarisan hukum adat. Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam tiga 
corak, yaitu: 
1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik mulai garis bapak, 
dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita 
di dalam pewarisan misalnya pada daerah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, 
Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian Jaya. 
                                                 
3 Ibid,h.53.  
4 Hilma Hadikusuma. op. cit, h.28.  
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2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis 
keturunan garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya 
dari kedudukan pria di dalam pewarisan misalnya di daerah Minangkabau, 
Enggano dan Timur. 
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui 
garis orang tua atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), misalnya didaerah 
Sumatra Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Selawesi.5 
Dasar hukum berlakunya hukum adat ini terdapat pada pasal 131 I.S (Indische 
Staatssregeling) ayat 2 b (stb1925 No. 415 Jo.577), termasuk juga berlakunya hukum 
waris adat yaitu: “Bagi golongan Indonesia asli (Bumi Putra), golongan Timur Asing 
dan bagian-bagian dari golongan bangsa tersebut, berlaku peraturan hukum yang 
didasarkan atas agama dan kebiasaan mereka.” 
Tentang hukum waris adat ini Soepomo menyatakan: 
“Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses 
meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang 
yang tidak berwujud (Immatereriele goederen)dari suatu angkatan manusia 
(generatic) kepada turunannya”.6  
Ajaran Soepomo ini bermaksud memberikan gambaran bahwa hukum adat itu 
senantiasa tumbuh dan berkembang dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara 
hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat 
sebagai wadahnya.7 Hukum adat menpunyai corak dan sifat-sifat tersendiri, yang 
berbeda dengan hukum Islam maupun hukum perdata, hal ini disebabkan karena latar 
belakang pikiran bangsa Indonesia dengan masyarakat yang berbineka Tunggal Ika.    
                                                 
5 Soerjono Wignyodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta, 1990), h.109. 
6 Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradya Paramita, 1992), h.79.  
7 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT,RajaGrafindo, 1970), h.55.  
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Hilman Hadikusuma, S.H., hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum 
adat yang mengatur bagimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau 
dibagi-bagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya.8 
Hal-hal yang penting dalam hukum waris adat. Hal yang penting dalam 
hukum warisan adat adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya 
tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur esensial, yaitu: 
1. Seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan warisan, 
maksudnya menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai sejauh mana 
hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaan yang dipengaruhi oleh 
sifat lingkungan kekeluargaan dimana pewaris itu berada. 
2. Seseorang atau beberapa orang para ahli waris yang berhak menerima kekayaan 
yang ditinggalkan, maksudnya menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai 
sejauhmana harus adanya tali kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris. 
3. Harta warisan atau harta peninggalan yaitu “kekayaan in concreto” yang 
ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris, maksudnya 
menimbulkan persoalan bagaimana serta sampai sejauh mana wujud kekayaan 
yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana 
pewaris dan ahli waris bersama-sama berada.9     
 
 
 
                                                 
8 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Penerbit CV. 
Mandar Maju, 1992), h.36.   
9 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, (Bandung:Penerbit Alfabeta, 2009), h. 283.  
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B. Hukum Waris Islam 
Hukum waris Islam tentu tidak akan terlepas dari kehidupan umat manusia 
khususnya umat Islam. Tujuan hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia 
itu sendiri yaitu mengabdi kepada Allah SWT. Hukum buat agama Islam hanya 
mengatur kehidupan manusia, baik pribadi maupun dalam hubungan kemasyarakatan 
yang sesuai dengan kehendak  Allah. 
Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu miras. Bentuk jamaknya adalah 
mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan 
kepada ahli warisnya. Sedangkan ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu 
mawaris atau lebih dikenal dengan istilah faraid. Kata faraid merupakan bentuk 
jamak dari faraidah, yang diartikan oleh para ulama faradiyun semakna dengan kata 
mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. 
Sedangkan menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli 
waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar kecilnaya oleh syara’.  
Sementara Wirdjoko Prodjodikoro berpendapat bahwa warisan adalah soal 
apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan 
seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kapada orang lain yang masih 
hidup.10 
Yang dimaksud dengan hukum waris`Islam adalah perpindahan harta benda 
dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berdasarkan 
al-Quran dan al-Hadits. Dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti : 
faraid, fiqh Mawaris, dan lain-lain. Jadi definisi kewarisan Islam menurut : 
                                                 
10 Wirdjoko Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, ( Bandung: Sumur Bandung, 1993 ), 
h. 73.  
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Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa hukum kewarisan adalah suatu ilmu 
yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak 
menerima pusaka serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara 
pembagiannya.11   
Idris Djakfar dan Taufik Yahya mendefinisikan hukum kewarisan adalah: 
“Seperangkat ketentuan yang membahas tentang cara-cara peralihan hak dari 
seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang 
ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada Wahyu Ilaihi yang terdapat 
dalam Al-Qur’an dan penjelasannya yang memberikan oleh Nabi Muhammad 
SAW, dalam istilah arab disebut Faraidl.12 
Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas dalam al-Quran, 
diantaranya dalam firman Allah dalam surat An-Nisa/4:7 berbunyi: 
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Terjemahnya: 
“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, 
dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan 
kerabatnta baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah 
ditetapkan.”13  
Dalam menguraikan hukum waris bersadarkan hukum Islam, satu-satunya 
sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah al-Quran dan sebagian pelengkap 
                                                 
11 Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris ( Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h.18. 
12 Idris Djaktar dan Taufik Yhaya,  Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: PT.Dunia 
Pustaka Jaya, 1995), h. 45.  
13 Departeman Agama RI, Musfal Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Depok: Penerbit Alhuda, 
2002), h. 79. 
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menjabarnya adalah Sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli 
hukum Islam terkemuka.  
Sebab terjadinya waris mawaris dalam hukum Islam dikenal adanya empat 
sebab, yaitu: 
1. Hubungan kekerabatan atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara 
kandung, seayah, seibu dan sebagainya. 
2. Hubungan perkawinan yaitu suami dan istri. 
3. Hubungan walak yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang 
memerdekakannya. 
4. Tujuan Islam (jihatul Islam) , yaitu baitul mal (Perbendaharaan  Negara) yang 
menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali 
dengan sebab tersebut di atas.14 
Rukun kewarisan pada garis besarnya terbagi kedalam dua bahagian yaitu 
halangan karena washaf (sifat) dan halangan karena pengaruh kekerabatan. 
@ Pengaruh sifat meliputi: perbudakan, pembunuhan ahli waris terhadap pewarisnya, 
dan berlainan Agama. 
@ Pengaruh kekerabatan/orang:hijab, tabir/dinding, pencegah ahli waris dan bagian-
bagiannya. 
Ahli waris menurut pengertian umum adalah orang yang berhak menerima 
harta warisan dari pewaris, tetapi sungguhpun demikian, tidaklah berarti bahwa setiap 
ahli waris apa bila bersama-sama dengan ahli waris yang lainnya, pasti semuanya 
mendapat warisan, akan tetapi sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh keutamaan dan 
                                                 
14 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, (Cet.13;Yogyakarta:Prima Grafika,2001 ), h.15.  
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kekerabatan  terdekat.maksudnya yang terdekat menghalangi ahli waris yang jauh 
dari pewaris. 
Golongan ahli waris laki-laki, mereka itu adalah : 
1. Anak laki-laki. 
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 
3. Ayah. 
4. Kakak shahih (kakek kandung yang terus keatas dari pihak laki-laki). 
5. Saudara laki-laki sekandung. 
6. Saudara laki-laki seayah. 
7. Saudara laki-laki seibu. 
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 
10. Paman (dari pihak ayah) yang sekandung dengan ayah. 
11. Paman (dari pihak ayah) yang seayah dengan ayah. 
12. Anak laki-laki yang dari paman sekandung dengan ayah. 
13. Anak laki-laki dai paman seayah dengan ayah. 
14. Suami orang yang meninggal dunia. 
15. Majikan yang telah memerdekakannya (Mu’tiq). 15  
Adapun ahli waris perempuan mereka adalah: 
1. Anak perempuan. 
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki. 
3. Ibu. 
                                                 
15 Muhammad Ali as-Shabumi,  Hukum Waris Yang di Syariat Islam, (Cet II;  Bandung: cv. 
Diponegoro, 1992), h. 56.   
23 
 
4. Nenek shahih terus keatas (ibunya ibu). 
5. Nenek shahih terus keatas (ibunya ayah) 
6. Saudara perempuan sekandung. 
7. Saudara perempuan seayah. 
8. Saudara perempuan seibu. 
9. Istri 
10. Mu’tiqah (majikan wanita yang telah memerdekakan budaknya).16 
Jika seluruh ahli waris`baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, maka 
yang tidak pernah terhalang adalah: 
1. Suami atau istri. 
2. Anak laki-laki. 
3. Anak perempuan. 
4. Ayah. 
5. Ibu. 
Dalam pembagian waris Islam ada yang dikenal dengan istilah furudul 
Muqaddarah maksudnya adalah bagian-bagian yang telah ditetapkan didalam ayat-
ayat al-Quran dan al-Hadits, bahagian tersebut ada enam yaitu seperdua (1/2), 
seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3) dan seperenam 
(1/6).17  
Agama Islam mengatur cara pewarisan itu berasaskan keadilan antara 
kepentingan anggota keluarga, kepentingan agama dan kepentingan masyarakat. 
Hukum Islam tidak hanya memberi warisan kepada keturunan kedua suami istri itu, 
                                                 
16 Ibid., h. 57-58. 
17 Ibid, h. 59.  
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baik secara garis lurus kebawah, garis lurus ke atas, atau garis ke samping, baik laki-
laki atau perempuan. Dengan alasan demikian maka hukum kewarisan Islam bersifat 
individual. 
Di samping sifat hukum waris Islam tersebut, prinsip yang mendasari sistem 
pewarisan Islam dalam symposium hukum waris nasional tahun 1983 di Jakarta 
adalah sebagai berikut : 
a. Hukum waris Islam tidak memberikan kebebasan penuh kepada seseorang 
untuk pengosongkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat pada orang 
yang disayanginya. Sebaiknya juga tidak melarang sama sekali pembagian 
hartanya semasa ia masih hidup. 
b. Oleh karena pewarisan merupakan aturan hukum maka pewaris tidak boleh 
meniadakan hak ahli waris atas harta warisan. Sebaliknya ahli warispun 
berhak atas harta peninggalan tanpa syarat pernyataan secara sukarela atau 
melalui Putusan Pengadilan (hakim). 
c. Pewarisan terbatas dilingkungan kerabat baik berdasarkan hubungan 
perkawinan maupun ikatan keturunan yang sah. 
d. Hukum waris Islam cenderung membagikan harta warisan kepada ahli waris 
dalam jumlah yang berhak diterimanya untuk dimiliki secara perorangan 
menurut kadar bagian masing-masing, baik harta yang ditinggalkan itu sedikit 
atau banyak jumlahnya. 
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e. Perbedaan umur tidak membawa pembedaan dalam hak mewarisi bagi anak-
anak. Perbedaan besar kecilnya bagian warisan berdasarkan berat ringannya 
kewajiban dan tanggung jawab si anak dalam kehidupan kerabat.18 
Hal yang perluh diketahui bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai corak atau 
karakteristik tersendiri. 
C. Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam 
Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama 
dalam memutuskan perkara-perkara di bidang kewarisan, perkawinan, dan 
perwakafan. Mengenai hukum kewarisan, kompilasi hukum Islam mengatur 
ketentuan-ketentuan yang tidak  berbeda dengan kitab-kitab fiqih yang semula 
dijadikan pedoman di Pengadilan Agama merupakan ketentuan yang bersifat 
penegasan seperti pengertian hukum kewarisan, siapa ahli waris dan berapa 
bagiannya masing-masing. Sealain itu, hukum kewarisan dalam kompilasi hukum 
Islam juga mengatur beberapa ketentuan yang bersifat pengembangan      
Pengertian hukum kewarisan dalam KHI disebutkan pada pasal 171 ayat (a) 
yang berbunyi :  
“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 
pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang 
berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.19   
Dari definisi di atas, maka hukum kewarisan menurut KHI mencakup 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 
                                                 
18 Iman Sudiyat,  Peta Hukum Waris di Indonesia, ( Jakarta : Simposium Hukum Waris 
Nasional. 1983), h. 9-10  
19 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan, Bab I Ketentuan 
Umum, Pasal 171 ayat (a).  
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1. Ketentuan yang mengatur siapa pewaris; 
2. Ketentuan yang mengatur siapa ahli waris; 
3. Ketentuan yang mengatur tentang harta peninggalan; 
4. Ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan dari 
pewaris kepada ahli waris; 
5. Ketentuan  yang mengatur bagian masing-masing ahli waris. 
Dari definisi ini juga tampak unsur-unsur pewarisan yaitu pewaris, ahli waris, 
harta warisan atau tirkah. 
a) Pewaris. 
Tentang pewaris tercantum dalam pasal 171 (b):  
“Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan 
meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli 
waris dan harta peninggalan”.20 
Dari redaksi di atas tampak bahwa terjadinya pewarisan disyaratkan untuk 
pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun hukum. Hal ini 
sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan 
antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun secara, hukum atau 
takdiri.21 
Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama 
Islam dan mempunyai ahli waris dan harta peninggalan. Syarat-syarat ini telah sesuai 
dengan yang telah ditetapkan oleh fiqh mawaris.   
b) Ahli waris. 
Pengertian ahli waris dalam KHI sisebut dalam pasal 171 ayat (c):  
                                                 
20 Ibid, pasal 171 ayat (b). 
21 Sayid Sabiq, Fiqh as Sunnah,  ( Juz III;  Semarang: Toha Putra, 1980),  h. 426.  
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“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam 
dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.22 
 Dari pasal 171 ayat (c) ini, pertama, menurut penulis perlu adanya 
penyempurnaan redaksi, karena jika diperhatikan redaksi tersebut seakan-akan yang 
meninggal itu adalah ahli waris, pada hal yang dimaksud tentunya bukan demikian. 
Selanjutnya ahli waris yang terdapat pada KHI seperti tersebut diatas pada 
dasarnya sama dengan ahli waris dalam kitab-kitab fiqh Islam, dengan mengecualikan 
laki-laki dan perempuan yang memerdekakan budak, karena di Indonesia tidak ada 
tidak ada perbudakan, namun dimungkinkan adanya penambahan ahli waris 
pengganti seperti cucu laki-laki ataupun perempuan dari anak perempuan bersamaan 
anak laki-laki, dimana anak perempuan tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu 
dari pewaris. 
Dari pasal-pasal 174, 181, 182, dan 185, dapat dilihat ahli waris tersebut 
terdiri atas: 
1. Ahli waris laki-laki ialah, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan 
suami. 
2. Ahli waris perempuan ialah, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan 
istri. 
3. Ahli waris yang memungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu 
laki-laki dan perempuan,dari anak laki-laki ataupun perempuan. Dari penjelasan 
tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan syarat-syarat sebagai ahli 
waris adalah, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama 
                                                 
22 Republik Indonesia, op. cit, pasal 171 ayat (c). 
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Islam. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini telah lanjut diatur dalam pasal 
172 KHI : 
”Ahli waris dipandang beragama Islam apa bila diketahui dari kartu identitas 
atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Sedangkan bagi bayi yang baru 
lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya dan 
lingkungannya”.23   
4. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Adapun tentang 
hidupnya ahli waris disaat meninggalnya pewaris, seperti disyaratkan oleh 
para fuqaha tidak tampak dalam ketentuan ini.  
c) Harta warisan atau Tirkah. 
Hal ini berarti  jika pewaris tidak meninggalkan tirkah, maka tidak akan 
terjadi pewarisan. Adapun pengertian tirkah di kalangan para ulama ada beberapa 
pendapat. Ada yang menyamakan dengan pengertian maurus (harta warisan) dan ada 
juga yang memisahkannya, yaitu bahwa tirkah mempunyai arti yang lebih luas dari 
maurus.24  
KHI yang merupakan intisari dari berbagai pendapat para ulama, memberi 
kesimpulan terhadap definisi tirkah, yaitu seperti dalam pasal 171 ayat (d) :  
“Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang 
berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun haknya”.25 
Sedangkan tentang harta waris dijelaskan pada pasal 171 ayat (e) :  
“Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah 
digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya 
pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk 
kerabat”.26 
                                                 
23 Ibid, Bab II Ahli Waris, Pasal 172. 
24 M. Abu Zahrah,  Ahkam at Tirkah wa alMirats, (Kairo: Dar al Fikr, 1975 ), h. 150.  
25 Republik Indonesia, op. cit, Pasal 171 ayat (d). 
26 Ibid, pasal 171 ayat (e). 
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Dari pengertian diatas dikatakan, bahwa secara umum harta peninggalan 
seseorang yang telah meninggal dunia berupa: 
1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang,termasuk 
piutang yang akan ditagih. 
2. Harta kekayaan yang berupa hutang-hutang dan harus dibayar pada saat 
seseorang meninggal dunia. 
3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing. 
4. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh suami atau istri, 
misalnya harta pusaka dari suku mereka yang dibawa sebagi modal pertama 
dari perkawinan yang harus kembali pada asalnya, yaitu suku bersama.27 
Jadi yang menjadi harta warisan adalah harta yang merupakan peninggalan 
pewaris yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris, yaitu harta 
peninggalan keseluruhan setelah dikurangi dengan harta bawaan suami atau istri, 
harta bawaan dari klan dikurangi lagi dengan biaya untuk keperluan pewaris selama 
sakit,biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang si mati dan wasiat.  
Kemudian pasal 176 Bab III KHI menjelaskan tentang:  
“Besar bagian untuk seorang anak perempuan adalah setengah (1/2) bagian,bila 
2 (dua) orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan (2/3) bagian, dan 
apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagiannya adalah 
2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan”.28  
Dan pasal 183 KHI menyatakan:  
Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta 
warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.29 
                                                 
27 M.Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dengan Kewarisan KUH 
Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 1885), h.102-103.  
28 Republik Indonesia, op. cit, Bab III Besarnya Bahagian, Pasal 176. 
29 Ibid, Pasal 183. 
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Dari uraian diatas, Nampak bahwa antara apa yang telah ditetapkan di dalam 
ayat al-Quran dengan yang terdapat dalam KHI khususnya mengenai besarnya bagian 
antara anak laki-laki dengan anak perempuan dalam pembagian harta warisan yang 
ditinggalkan oleh si pewaris adalah sama yakni 2 (dua) berbanding 1 (satu). 
Berhubung oleh karena itu al-Quran dan hadist Nabi hukumnya wajib dan merupakan 
pegangan atau pedoman bagi seluruh umat Islam dimuka bumi ini, maka ketentuan-
ketentuan pembagian harta warisan inipun secara optimis pula haruslah ditaati dan 
dipatuhi.  
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BAB III 
SEKILAS MASYARAKAT KECAMATAN BINAMU KABUPATEN 
JENEPONTO 
A. Letak Geografis Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto 
Kecamatan Binamu merupakan salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten 
Jeneponto yang berbatasan dengan Kecamatan Turatea di sebelah utara, Kecamatan 
Batangdan Arungkeke di sebelah timur, Kecamatan Tamalatea di sebelah barat dan 
Laut Flores di sebelah selatan. Sebanyak 5 kelurahan di Kecamatan Binamu 
merupakan daerah pantai dan 8 desa/kelurahan lainnya merupakan daerah bukan 
pantai dengan topografi atau ketinggian dari permukaan laut yang beragam. Menurut 
jaraknya, maka letak masing-masing desa/kelurahan ke ibukota Kecamatan dan 
ibukota Kabupaten sangat bervariasi. Jarak desa/kelurahan ke ibukota kecamatan 
maupun ke ibukota kabupaten berkisar 1-8 km. Untuk jarak terjauh adalah 
Biringkassi yaitu sekitar 8 km dari ibukota kabupaten (Bontosunggu), sedangkan 
untuk jarak terdekat adalah Kelurahan Empoang.1 
Kecamatan Binamu terdiri dari 13 desa/kelurahan dengan luas wilayah 69,49 
km2. Dari luas wilayah tersebut nampak bahwa kelurahan Empoang Utara memiliki 
                                                           
1 Abi,  Refleksi  Terhadap Lembaga Pengawasan Di Kabupaten Jeneponto, 
www.radarjeneponto.com. 21 Juli 2011.  
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wilayah terluas yaitu 10,09 km2, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah 
kelurahan Balang Toa yaitu 2,63 km2.2 
Kepadatan penduduk tahun 2010 sekitar 700 jiwa per km2, sedangkan tahun 
2009 sekitar 696 jiwa per km2. Ditinjau menurut desa/kelurahan, maka kepadatan 
penduduk tertinggi adalah di Kelurahan Pabiringa yaitu 1.952 jiwa per km2, 
menyusul Kelurahan Balang Toa sekitar 1.538 jiwa per km2, dan Kelurahan Balang 
sekitar 1.181 jiwa per km2. Selanjutnya desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk 
paling rendah adalah di Kelurahan Empoang Utara sekitar 333 jiwa per km2. 
Jumlah penduduk akhir tahun 2009 sekitar 48.375 jiwa dan terakhir pada 
tahun 210 sekitar 48.609 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin nampak bahwa jumlah 
penduduk laki-laki sekitar 23.366 jiwa dan perempuan sekitar 25.243 jiwa. Dengan 
demikian rasio jenis kelamin adalah sekitar 0,93 yang berarti setiap 100 orang 
penduduk perempuan terdapat sekitar 93 orang penduduk laki-laki. 
Ditinjau dari keadaan tempat tinggal penduduk, nampaknya sebagian besar 
rumah di Kecamatan Binamu adalah rumah panggung yaitu 8.252 buah dan 2.217 
rumah bawah. Menurut jumlah lantainya terbagi atas 10.378 rumah tidak bertingkat 
dan 103 buah rumah bertingkat. Sedangkan dari segi klasifikasinya terdapat 5.284 
rumah permanen, 5.133 semi permanen, dan 64 rumah darurat. Untuk sumber 
penerangan di Kecamatan Binamu, terdapat 7.895 rumah tangga menggunakan listrik 
PLN,ini berarti dari 10.568 rumah tangga 74,71 % telah memakai penerangan PLN 
dan selebihnya (2.673 rumah tangga) masih menggunakan penerangan tradisional. 
Bila dilihat menurut desa/kelurahan, banyaknya rumah tangga yang memakai PLN, 
desa Sapanang dan kelurahan Empoang Selatan sudah 100%, Kelurahan Biringkassi 
                                                           
2 Ibid. 
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99 %, kelurahan Balang 80 %, Kelurahan Empoang, Balang Beru, Balang Toa, 
Empoang Utara dan Bontoa 75 %. Sedangkan yang paling kecil adalah kelurahan 
Pabiringa (56 %), Monro-Monro (67 %) dan Sidenre (61,33 %) dan Panaikang (43 
%). Untuk Sumber air minum, sebagian besar Rumah tangga menggunakan ledeng 
yaitu sekitar 8.837 Rumah tangga atau 83,62 persen dari keseluruhan rumah tangga di 
Kecamatan Binamu.3 
1. Mata pencaharian . 
Masyarakat Binamu Kabupaten Jeneponto mempunyai mata pencaharian 
bermacam-macam. Dilihat dari sumber mata pencaharian menunjukkan bahwa dari 
jumlah penduduk yang bekerja, sebanyak 7.616 orang adalah petani pangan, 
sedangkan peternak sebanyak 1.506 orang Tambak dan Nelayan sebanyak 579 orang. 
Penduduk yang bekerja di luar sektor pertanian antara lain Perdagangan sebanyak 
1.531 orang, Industri 541 orang, Angkutan 399 orang, dan Jasa 1.961 orang. Adapun 
penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ABRI sebanyak 2.472 
orang. 
Penggunaan tanah terluas adalah tanah kering yang terdiri dari pekarangan 
seluas 333,45 Ha, tegalan 2.967,30 Ha, dan tanah sawah seluas 2.250,10 Ha, 
menyusul kolam/tambak seluas 213,00 Ha, dan lainnya 1.185,15 Ha. Untuk jenis 
tanah sawah terdiri dari tanah sawah berpengairan teknis seluas 844,00 Ha, dan 
sawah tadah hujan/pasang surut seluas 1.406,10 Ha. 
a. Tanaman pangan. 
Tanaman pangan yang diusahakan di Kecamatan Binamu meliputi Padi, 
Jagung, Kacang tanah, Kacang hijau, dan Ubikayu. Produksi tertinggi adalah pada 
                                                           
3 Ibid. 
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tanaman Padi Sawah sebesar 6.815,5 ton dengan rata-rata hasil 34,8 Kw/Ha. 
Menyusul produksi tanaman Jagung sebesar 6.650,0 ton dengan rata-rata hasil 27,0 
kw/Ha, selanjutnya adalah Ubi Kayu sebesar 1.180 ton dengan rata-rata hasil 40,00 
kw/Ha produksi tanaman Kacang Hijau sekitar 340 ton dengan hasil per hektar 8,0 
kw sedangkan produksi Kacang tanah sebesar 103,5 ton dengan rata-rata hasil 9,0 
Kw/Ha. 
b. Perkebunan.  
Jenis tanaman perkebunan rakyat yang diusahakan di Kecamatan Binamu 
antara lain kelapa dalam, dan Jambu Mente. Produksi tertinggi pada tahun 
2008adalah kelapa dalam sebesar 839,916 ton dengan luas areal 1.269,50 Ha, dan 
kelapa hibrida tercatat sebanyak 36,936 ton dengan luas areal 62,75 Ha. 
c. Perikanan.  
Luas areal tambak di Kecamatan Binamu sekitar 206,90 Ha, yang terdiri 
dari tambak intensif 3,5 Ha, tambak semi intensif 18,50 Ha, dan terbanyak adalah 
tambak tradisional plus sekitar 184,9 Ha. Produksi perikanan darat meliputi udang 
windu sekitar 25,2 ton, dan ikan bandeng sekitar 203,5 ton. Sedangkan budidaya 
rumput laut hasilnya sekitar 1.613,9 ton. 
d. Peternakan.  
Jenis ternak yang diusahakan di Kecamatan Binamu tahun 2008 antara lain 
Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing dan Domba. Menurut jenisnya ternak terbesar 
populasinya adalah kambing sebanyak 9.368 ekor, terbesar kedua kuda sebanyak 
2.203 ekor, kerbau sebanyak 2.121 ekor menyusul sapi sebanyak 1.332 ekor dan 
domba 150 ekor. Sedangkan ternak Unggas adalah Ayam Buras sebanyak 37.678 
ekor, Ayam Ras 34.992 ekor sedangkan Itik sebanyak 25.162 ekor. 
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2. Tingkat pendidikan. 
Pada tahun Ajaran 2009/2010 jumlah TK di Kecamatan Binamu ada 15 
sekolah dengan 706 orang murid dan 39 orang guru. Sedangkan Tingkat SD Negeri 
sebanyak 32 sekolah dengan 7.675 orang murid dan 318 orang guru. Untuk tingkat 
SLTP sebanyak 4 sekolah dengan 2.566 orang murid dan 154 orang guru. Sedangkan 
untuk tingkat SLTA terdapat 5 sekolah dengan 2.434 orang murid dan 178 orang 
guru. Selain itu terdapat pula sekolah yang berada di bawah naungan Departemen 
Agama, yaitu Madrasah Tsanawiah dan Aliyah dengan jumlah murid seluruhnya 572 
orang dan 29 orang guru dan 451 orang murid dan 21 orang guru. 
B. Keadaan Agama dan Kepercayaan Masyarakat Binamu Kabupaten Jeneponto 
Sebagian besar penduduk Kecamatan Binamu adalah beragama Islam yaitu 
48.533 orang atau 99,89 persen, sedangkan 0,11 persen sisanya adalah penganut 
agama Kristen Katholik Protestan dan Hindu. Jumlah tempat ibadah di Kecamatan 
Binamu cukup memadai karena terdapat 49 buah Mesjid dan 21 Sanggar/Mushallah. 
Agama dan kepercayaan masyarakat Jeneponto sebagaimana halnya 
masyarakat etnis Bugis, Makassar, Jawa, dan yang lainnya adalah mayoritas memeluk 
agama Islam. Demikian pula halnya dengan kecamatan binamu yang penduduknya 
mayoritas adalah suku makassar, maka mayoritas memeluk agama Islam. 
  Walaupun penduduk kecamatan Binamu mayoritas memeluk dan meyakini 
salah satu agama yang diyakini keberadaannya, dalam kehidupan masyarakatnya  
khususnya penduduk asli daerah ini yang memeluk agama Islam sebagian diantara 
mereka masih sering melakukan kegiatan-kegiatan dan upacara sakral yang bukan 
bersumber dari ajaran Islam itu sendiri. Baik dalam upacara-upacara memperingati 
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hari-hari besar Islam seperti tanggal 1 Muharram, Maulid Nabi Besar Muhammad 
SAW., maupun upacara lingkaran hidup seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan 
sebagainya yang dalam pelaksanaannya nampak adanya pengaruh-pengaruh tradisi   
masyarakat yang kurang sesuai dengan ajaran Islam. 
.  Agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat kecamatan 
bimanu  ini merupakan warisan dari pendahulu mereka. Agama yang mereka anut 
dalam hal ini sangat tercermin dari budaya yang melatar belakangi kehidupan 
mereka. 
C. Hukum Kewarisan Adat Masyarakat Binamu Kabupaten Jeneponto 
Dalam hukum adat Binamu Kabupaten Jeneponto istilah kewarisan disebut 
pa’bageang sedangkan harta warisan disebut barang-barang pusaka pa’bageang 
atau warissi dan pewaris disebut sossorang. 
Sesuatu yang diwariskan kepada ahli warisnya, apakah yang diwariskan itu 
sesuatu yang bersifat materil ataupun inmateril seperti akhlak. Harta warisan di 
daerah adat Binamu Kabupaten Jeneponto masih dikenal dengan istilah Passa’reang, 
boli’-boli’ dan Sossorang yang diwariskan secara turun temurun kepada ahli 
warisnya yang dilakukan secara bergiliran. Objek harta warisan ini adalah sawah dan 
kebun, harta turunan ini tidak terbagi hanya hak pakai saja yang diberikan kepada ahli 
warisnya. 
Dengan melihat beberapa istilah dan perumusan yang digunakan oleh 
beberapa ahli hukum di atas dan istilah yang dijumpai di daerah adat Binamu 
Kabupaten Jeneponto semuanya mempunyai tujuan yang sama dan mengenai 
pengeporan harta kekayaan kepada generasi selanjutnya dari beberapa pendapat yang 
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dikemukakan di atas menghendaki bahwa pengeporan itu dilakukan semasa hidup 
pewaris, dan dapat pula pengeporan dilakukan sesudah pewaris meninggal dunia. 
Unsur-unsur kewarisan. 
a. Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda 
atau warisan. 
b. Ahli waris yaitu orang yang berhak menerima atau mewarisi harta yang 
ditinggalkan oleh pewaris. 
c. Harta warisan yaitu harta kekayaan atau harta benda yang ditinggal oleh 
pewaris.4  
Bila kita melihat golongan garis keutamaan untuk ahli waris, maka nampak 
bahwa anak sebagai keturunan pewaris menduduki golongan keutamaan yang dapat 
menghalangi golongan ahli waris lainnya untuk memperolah warisan dari pewaris. 
Hal seperti di atas juga ditemukan di daerah adat Binamu Kabupaten Jeneponto, 
bahwa anak sebagai keturunan pewaris menempati urutan pertama untuk memperolah 
harta warisan. Apabila pewaris tersebut tidak mempunyai keturunan, maka yang 
berhak memperoleh harta warisan adalah orang tua pewaris dan apabila pewaris 
mempunyai anak angkat, yang dianggap paling berjasa pada pewaris, maka harta 
warisan yang pewaris tinggalkan akan beralih kepada anak angkatnya. Harta yang 
diperolah adalah sisa dari ongkos penguburan, pembayaran utang piutang dan ta’ziah. 
Di daerah adat Binamu Kabupaten Jeneponto dikenal beberapa macam harta 
peninggalan yaitu warisi’ tau toayya atau harta turunan, barang  na erang atau harta 
                                                           
4 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 
Indonesia) Edisi 5 (Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.26. 
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bawaan, atau harta bersama.5  Dan untuk lebih jelasnya di bawah ini akan diuraikan 
lebih lanjut dari ketiga macam harta peninggalan tersebut. 
1. Harta turunan atau warisi’ tau toayya 
Harta turunan atau warisi’ tau toayya sanggennna tuju langka’ (tingkatan) 
Merupakan harta yang turun tumurun yang akan diwariskan oleh para ahli warisnya 
berdasarkan rumpun. 
Di daerah adat Binamu Kabupaten Jeneponto, merupakan harta warisan yang 
tertinggi  dan harta pusaka rendah.6 Kedua harta turunan tersebut  diatas merupakan 
harta kekayaan yang tidak terbagi lepas. Cara pembagiannya berlaku sistem 
kewarisan kolektif yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan sama-sama ahli 
waris (mewarisi) atas harta warisan tersebut dimana laki-laki mendapat dua dan 
perempuan mendapat satu bagian. 
Harta turunan ini di daerah Binamu Kabupaten Jeneponto, ahli warisnya 
hanya hak pengelolaan yang diberikan secara begiliran dalam penentuan waktu 
pengelolahan. Biasanya pihak laki-laki mendapat dua tahun hak pemungutan hasil 
dan pihak perempuan mendapat satu tahun untuk pemungutan hasilnya. 
Kedua harta turunan di atas sedikt mempunyai perbedaan dinama harta pusaka 
rendah, diperoleh dari nenek ahli waris atau nenek dari pihak bapak pewaris, 
sedangkan harta warisan tinggi diperoleh dari nenek yang telah berpuluh-puluh lapis 
keturunan serta menurut garis kekerabatan yang dikenal di daerah adat Binamu 
Kabupaten Jeneponto, bila terjadi perselisihan diantara ahli warisnya. 
                                                           
5 Alimuddin Dg. Ngasa, tokoh masyarakat Desa Sapanang Kecamatan Binamu, wawancara 27 
Juli 2011.  
6 Alimuddin Dg. Ngasa, tokoh masyarakat Desa Sapanang Kecamatan Binamu, wawancara 27 
Juli 2011. 
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2. Harta  bawaan atau harta na erang 
Harta bawaan atau harta na erang di daerah Binamu Kabupaten Jeneponto 
yaitu harta yang diperoleh secara pribadi sebelum perkawinan (mahar atau sunrang) 
dan warisan atau harta turunan yang diterima selama perkawinan.7  
Wiranata mengatakan, harta bawaan adalah semua harta yang dibawa masuk 
oleh suami atau istri kedalam perkawinan. Harta ini dapat bertambah dalam hal 
terjadi : 
a) Mas kawin uang atau barang dari suami dan jika mas kawin itu hutang 
merupakan tagihan istri kepada suami. 
b) Pemberian barang dari suami atau uang, kemudian uang itu dibelikan sesuatu 
barang. 
c) Bagian harta warisan dari harta peninggalan orang tua. 
d) Pemberian atau hadiah dari kerabat orang lain atau hibah wasiat. 
e) Usaha sendiri, baik berupa penghasilan sendiri karena kerja maupun karena 
kerja sama dengan suami atau orang lain. 
f) Pertukaran barang dengan suami atau orang lain dan sebagainya.8 
Di dalam masyarakat  Binamu Kabupaten Jeneponto, walaupun juga 
mengakui hak-hak suami dan istri atas harta bawaan tetapi suami atau istri tidak 
sesukanya berbuat bebas atas harta bawaan tersebut, tanpa persetujuan suami atau 
istri karena peranan suami tetap merupakan kepala rumah tangga yang harus 
bertanggung jawab atas istrinya, anak-anaknya serta barang bawaan isterinya. 
                                                           
7 Alimuddin Dg. Ngasa, tokoh masyarakat Desa Sapanang Kecamatan Binamu, wawancara 27 
Juli 2011. 
8 I Gede A.B Wiranata, Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa ke Masa, 
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h.259.   
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Jadi kedudukan  harta bawaan tersebut di daerah adat Binamu Kabupaten 
Jeneponto, bila dalam ikatan perkawinan itu tidak mempunyai keturunan, maka harta 
tersebut akan beralih kepada orang tuanya atau saudara laki-lakinya dan 
keturunnanya yang membiayai semua keperluan pewaris setelah meniggal. Sebab-
sebab kewarisan. 
Setelah penulis jelaskan di atas tentang halangan –halangan kewarisan maka 
berikut ini penulis akan uraikan tentang sebab-sebab seseorang mendapat warisan 
dalam masyarakat  adat Binamu Kabupaten Jeneponto sebagainama yang dijelaskan 
H.siLa Dg.Tunru’ yang menyatakan bahwa seseorang mendapat warisan disebabkan 
karena: 
 Nia’ hubungang cera’ na’Yaitu hubungan kekerabatan antara orang yang 
mewariskan dan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh adanya kelahiran. 
 Pakkalabiniang artinya perkawinan yakni seseorang dapat memperoleh 
kewarisan karena adanya hubungan perkawinan. 
 Larik artinya rumpun kekerabatan yakni seseorang biasa mendapat warisan 
jika termasuk dalam salah satu  rumpun kekerabatan. 
 Ta’Ziah  yakni penyelenggaraan pesta kematian.9 
3. Harta Bersama 
Yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta milik suami dan istri atau 
harta kekayaan suami istri yang diperoleh mereka selama berlangsungnya perkawinan 
dan biasa juga bisebut harta gono gini.  
                                                           
9 H. sila Dg.Tunru’, Lurah Panaikang Kecamatan Binamu, wawancara 27 Juli 2011.    
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Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik 
menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum Negara, menyebabkan 
adanya saling mewarisi, apa bila salah satunya meniggal dunia.10 
Jadi kedudukan harta bersama di daerah Binamu, akan beralih kepada suami 
atau istri yang ditinggalkan dan juga anak yang di tinggalkannya.    
    
                                                           
10 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2005), h.400. 
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BAB  IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Proses Pewarisan Sebelum dan Sesudah Pewaris Meninggal 
Seluruh lingkungan hukum adat, Indonesia mengakui bahwa proses pewaris, 
mulai berlangsung sejak pewaris masih hidup. Yang dimaksud proses pewarisan atau 
jalannya kewarisan adalah cara bagaimana pewaris tersebut untuk menentukan 
kepada waris, ketika dia masih hidup dan bagimana cara warisan itu diteruskan 
penguasaannya dan pemakaiannya atau cara bagimana pelaksanaan pembagian 
warisan kepada para ahli  waris setelah pewaris meninggal dunia.1   
Dalam tulisan lain dikemukakan oleh Soepomo yaitu : 
Proses pewarisan tersebut tidak terhapus sebab orang tua meninggal dunia. 
Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting 
bagi tersebut, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara proses 
penerusan dan pengeporan harta benda dan yang bukan benda tersebut. Proses 
itu berjalan terus hingga angkatan baru yang dibentuk dengan mencari dan 
mentalnya anak-anak yang merupakan keluarga baru yang mempunyai dasar 
kehidupan materil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orang 
tuanya sebagai fundamen.2 
Proses pewaris itu sendiri menurut Hilman Hadikusuma adalah :  
Merupakan cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau 
mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada waris ketika 
pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasa 
dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagiaan warisan 
kepada para waris setetah pewaris wafat.3   
                                                 
1 Ahmad Rofik, Hukum Islam di Indonesia, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 40.  
2 Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradya Paramita, 1989), h. 91. 
3 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat,(Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1993),h.95. 
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Dari ketiga pendapat tersebut diatas yang telah dikemukakan, semua 
mengakui proses kewarisan itu dapat berlangsung sejak pewaris masih hidup dan 
tidak terhapus dengan meninggalnya pewaris. 
Proses kewarisan pada saat pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara 
penerusan atau pengalihan,  penunjukan dan  wasiat. Sedangkan proses pewarisan 
yang baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia, berlangsung dengan cara 
penguasaan warisan bagi ahli warisnya. 
Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang proses pewarisan, maka terlebih 
dahulu mengetahui sedikit sistem perkawinan pada masyarakat Binamu. Karena 
dengan mengetahui perkawinanya  dapat pula kita ketahui sistem kekeluargaannya. 
Susunan kekeluargaan  sangat berhubungan dengan sistem kewarisan. 
Pada masyarakat adat kecamatan Binamu pada umumnya ketika laki-laki 
ingin kawin, maka anak laki-laki itu lebih aktif dari pihak perempuan seperti 
melamar, memberi mahar (assare atau apapasadia sunrang ) dan membawa oleh-
oleh. 
Sebelum hari pernikahan, ada beberapa tahap yang harus ditempuh oleh pihak 
laki-laki yaitu meminang atau annyikko atau a’boya dalam hal meminag ini pihak 
keluarga laki-laki terlebih dahulu menanyakan status perempuan yang ingin 
dilamarnya, apa bila belum ada yang mengikat. Karena pada umunnya masyarakat 
adat Binamu menjodohkan anaknya ketika masih kecil nanti setelah keduanya dewasa 
baru dilangsungkan perkawinan. 
Apabila acara meminang telah diterima oleh keluarga pihak perempuan, maka 
dilanjutkan pada tahap pembayaran uang belanja atau acara appanai belanja 
sekaligus dengan pesta pernikahan. 
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Setelah penulis menguraikan langkah-langkah perkawinan pada daerah adat 
Binamu, maka dalam hal ini dapat diketahui sistem perkawinannya dan susunan 
kekeluargaan yang terdapat di daerah adat Binamu yaitu susunan kekeluargaan 
parental tidak murni. 
Setelah mengetahui sistem kekeluargaan pada masyarakat adat Binamu, maka 
penulis akan menguraikan tentang cara penerusan warisan sebelum dan sesudah 
pewaris meninggal dunia. Pengalihan harta warisan pada masyarakat adat Binamu 
pada saat pewaris masih hidup, dapat dilakukan dengan jalan penunjukan atau hibah 
dapat pula dengan melalui wasiat. 
Apa bila proses pewaris dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat 
dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. 
Sebaliknya apabila dilakukan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasaan yang 
dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam 
pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, 
berbanding atau menurut hukum agama. 
1. Penerusan atau pengalihan. 
Penerusan atau pengalihan harta kekayaan didaerah adat masyarakat Binamu, 
sering terjadi pada saat orang tua tidak mampu lagi bekerja dan ketika orang tua tidak 
mampu lagi bekerja atau sudah pikun, maka dia akan mengalihkan harta warisannya 
kepada ahli warisnya untuk melanjutkan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap 
anak-anaknya, maka harta tersebut dialihkan kepada anaknya yang tertua untuk 
kelangsungan hidup bagi saudara-saudara dan orang tuanya.4 
                                                 
4 Jangkang Dg.Kondang, Tokoh Masyarakat Kecamatan Binamu Desa Monro-Monro, 
wawancara oleh penulis 29 Juli 2011. 
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Penerusan warisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup disetiap 
daerah pelaksanaannya berbeda-beda, seperti di Kabupaten Jeneponto harta warisan 
biasanya dilakukan saat pewaris sudah lanjut usia, sedangkan anak-anak mereka 
semuanya sudah mandiri. Berbeda pula dalam hal penunjukan yang juga adalah 
penerusan harta kekayaan pewaris kepada waris semasa masih hidup, namun 
pelaksanaanya dilakukan setelah pewaris wafat. Sebelum wafat,pewaris berhak untuk 
menguasai dan menikmati harta tersebut 
Cara penerusan atau pengalihan hak-hak atas harta kekayaan pewaris kepada 
ahli warisnya, ini berarti harta warisan itu beralih sebelum pewaris meninggal dunia. 
Perbuatan pewaris menunjuk ahli warisnya untuk menguasai beberapa harta tertentu, 
berarti perpindahan penguasaan dan pemilikan akan berlaku sepenuhnya apa bila 
pewaris telah meninggal dunia.5 
Peralihan harta warisan tersebut terkadang diberikan sewaktu anaknya akan 
menikah atau mulai berumah tangga. 
2. Penunjukan. 
Di daerah adat masyarakat Binamu di Desa Monro-monro biasanya pewaris 
memberikan beberapa ekor ternaknya kepada ahli waris, akan tetapi tidak berarti 
adanya perbuatan penunjukkan tersebut mengakibatkan harta beralih sepenuhnya, 
kepada ahli waris melainkan penguasaan dan pemilikan sepenuhnya akan beralih 
apabila pewaris telah meninggal dunia. 
Dengan adanya penunjukan tersebut baik bergerak maupun benda tidak 
brgerak, ini tetap pada kekuatan dan kewenangan pewaris untuk bertindak bebas 
                                                 
5 Othe Slaman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, (Bandung: Penerbit 
Alumbi, 1993), h.83.  
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terhadap harta benda tersebut selama dia masih hidup, perbuatan penunjukan kadang 
kala pewaris mengatas namakan anaknya yang ditunjuk itu. 
Dengan adanya perbuatan penunjukan dan pewaris tidak secara langsung 
memberitahukan ahli warisnya, tetapi dengan dasar penunjukan tersebut maka setelah 
pewaris meninggal dunia, penguasaan harta kekayaan yang ditunjuk itu secara tidak 
langsung telah kepada ahli waris yang sudah ditentukan itu, tetapi harus ada bukti 
hitam diatas putih, agar dikemudian hari tidak ada masalah yang timbul. 
3. Wasiat. 
Wasiat atau pappasang pada masyarakat Binamu biasa disebut pasang ri kale 
dan pada umumnya berbentuk lisan, wasiat ini isinya merupakan menegasan wujud 
atas harta benda yang bakal menjadi warisan dari semua ahli warisnya. Barang-
barang yang tidak boleh diwarisi oleh ahli warisnya tersebut anjo la ni pa’sidakka 
mae ri taua atau yang akan disedekahkan kepada orang lain, bila mana pewaris 
meninggal dunia atau disediakan untuk ongkos penguburan dan biaya tammutau. 
Wasiat diucapkan setelah pewaris sudah tua atau pewaris sudah sering sakit-sakitan, 
atau merasa ajalnya sudah dekat.6   
Setelah warisan terbagi seluruhannya kepada ahli warisnya dan ternyata Si 
pewaris jatuh miskin, maka segala yang pernah diserahkan kepada ahli waris tidak 
akan mungkin ditarik kembali, sebagaimana yang dinyatakan oleh Soepomo, bahwa: 
Kemiskinan oarng tua bukan merupakan alasan untuk mencabat warisan 
kembali, hanya orang tua yang jatuh miskin itu dapat menuntut nafkah kepada 
anaknya.7  
                                                 
6 Jangkang Dg.Kondang, op.,cit. 
7 Soepomo, op. cit., h.31   
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 Menurut pendapat Hazairin, ditaatinya wasiat dalam ayat 180 Surah Al-
Baqarah itu untuk menghadapi ha-hal khusus mengenai ayah, ibu, anak-anak, dan 
saudara-saudara yang memerlukan banyak biaya, karena sakit lumpuh, meneruskan 
pendidikan, dan sangat telantar hidupnya. Terhadap hal-hal khusus ini besarnya 
wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan, seperti yang 
dikemukakan oleh Rasulullah.8      
Hal tersebut diatas juga ditemukan pada daerah adat masyarakat Binamu, 
penetapan-penetapan yang dilakukan oleh pewaris tidak akan pernah dicabut dengan 
alasan kemiskinan. Karena sewaktu pewaris memberikan wasiat biasanya 
memberikan syarat atau beban kepada yang menerima wasiat itu, misalnya untuk 
memelihara pewaris di hari tuanya itu, membayar uang-utang dan penyelenggaraan 
ta’ziah pewaris. 
Pesan atau wasiat adalah penerusan harta kekayaan pewaris atas kehendak 
pewaris sebelum wafat yang disaksikan oleh anggota keluarga atau orang lain agar 
harta kekayaannya setelah ia wafat diberikan kepada orang tertentu, bisa kepada 
waris atau kepada orang lain yang bukan waris. Penerusan pewarisan dengan wasiat 
ini dipengaruhi oleh hukum Islam. Wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta 
peninggalan. Di dalam kenyataannya, wasiat ini sering diberikan oleh orang tua 
angkat kepada anak angkatnya karena menurut hukum adat dan hukum Islam anak 
angkat tidak dapat mewarisi orang tua angkatnya. 
                                                 
8 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadist, (Jakarta: Penerbit 
Tintamas. 1982), h.57 
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Sedangkan harta warisan setelah pewaris wafat karena alasan-alasan tertentu 
ada yang dibagi-bagikan dan ada yang pembagiaannya ditangguhkan. Adapun alasan-
alasan penangguhan itu antara lain:9  
Apabila terjadi konflik atau perselisihan, setelah orang tua masih hidup, anak 
laki-laki atau anak perempuan tertua, serta anggota keluarga tidak dapat 
menyelesaikannya walaupun telah dilakkukan secara musyawarah atau mufakat maka 
masalah ini baru diminta bantuan dan campur tangan pengetua adat atau pemuka 
agama. 
B. Sistem Pembagian Warisan di Daerah Binamu Kabupaten Jeneponto  
Pembagian harta warisan merupakan suatu perbuatan dari pada ahli waris 
bersama-sama. Serta pembagian itu diselenggarakan dengan bermufakatan atau atas 
kehendak bersama dari pada para ahli waris. Apabila harta warisan dibagi-bagi antara 
para ahli waris maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun di dalam suasana 
ramah tamah dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap-tiap waris, 
pembagian jalan atas dasar kerukunan.10 Berpokok pada garis keturunan yang pada 
dasarnya dikenal ada tiga macam sistem keturunan, yaitu: 
Pertama sistem patrilineal (sifat kebapaan), sistem ini pada prinsipnya adalah 
sistem yang garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-
laki. Kedua sistem matrilineal (sifat keibuan), sistem ini pada dasarnya sistem ini 
adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil 
garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Ketiga sistem parental atau bilateral 
                                                 
9 Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta: Liberty, 1981),h. 152. 
10 Tolib Seriady, Intisari Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2008), h.296. 
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(sifat kebapak-ibuan), sistem ini yaitu system yang menarik garis keturunan baik 
melalui garis bapak maupun garis ibu,sehigga dalam kekeluargaan semacam ini pada 
hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. 11 
Tata cara pembagian itu ada dua kemungkinan yaitu: 
1. Dengan cara segendong sepikul, “artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat 
bagian anak perempuan”. 
2. Dengan cara Dum Dum Kupat, “artinya dengan anak laki-laki dan bagian 
anak perempuan seimbang atau sama”.12 
Adapun mengenai sistem pembagian warisan di daerah Binamu Kabupaten 
Jeneponto memakai sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak 
maupun garis ibu sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak 
ada perbedaan antara ibu dan pihak ayah disebut dengan sistem bilateral dan parental 
(sifat kebapak-ibuan). 
Menurut Bapak Drs.Hattatuang (wakil ketua Pengadilan Agama Jeneponto): 
“Pembagian harta warisan masyarakat Jeneponto, masih mengikuti adat istiadat 
mereka. Ahli waris antara laki-laki dan perempuan terkadang sama rata,tetapi 
masyarakat Binamu lebih banyak membagi harta warisannya antara laki-laki 
dan perempuan 2:1. Tetapi perempuan yang akan mendapatkan rumah.13 
Pembagian harta peninggalan yang dijalankan atas dasar kerukunan biasanya 
terjadi dengan penuh pengetahuan bahwa semua anak baik laki-laki maupun 
perempuan pada dasarnya mempunyai hak  yang sama atas harta peninggalan orang 
tuanya.14  
                                                 
11 Wirjono Progjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, ( Bandung: Sumur Bandung, 1993 ), 
h. 10 
12 Hadikusuma Hilman, Hukum Waris Adat, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993), h.106.  
13 Hattatuang, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, wawancara  23 Juli 2011.   
14 Tolib Seriady, op cit, h. 296. 
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Menurut Hj. Nurlela S.H bahwa masyarakat Binamu masih ada juga yang 
melakukan pembagian harta warisannya dengan hukum waris Islam, yaitu antara laki-
laki dan perempuan 2:1.15  
Pada pembagian harta warisan keturunan sangat diperhitungkan, dengan 
melihat mana yang dekat dan mana yang jauh sehingga dapat ditentukan siapa yang 
lebih untuk mempusakai harta peniggalan tersebut dan siapa yang tidak berhak untuk 
mendapatkan harta itu. Dibawah ini penulis akan mengemukakan urutan-urutan ahli 
waris yang dekat dengan Si Mayit. 
1. Bagian anak 
Di daerah adat Binamu Kabupaten Jeneponto, keturunan yang sangat dekat 
dengan pewaris adalah anak. Anak memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap 
keturunan atau keluarga dalam masyarakat. Oleh orang tua anak itu dilihat sebagai 
generasi penerusnya dengan harapan kelak kemudian hari akan menjadi pelindung 
orang tuanya dan bertanggung jawab dalam menjamin kelangsungan hidup 
keluarganya, apabila orang tua tidak mampu lagi mencari nafkah sendiri secara fisik 
sehubungan dengan pembagian harta warisan. Anak adalah mendapatkan kedudukan 
yang teratas dalam menerima pusaka dari kedua orang tuanya. Dan anak merupakan 
ahli waris yang satu-satunya yang dapat menerima harta warisan dari pewarisnya. 
Ahli waris yang lain jika anak dalam keluarga tersebut tidak berhak untuk 
mendapatkan harta warisan. Apabila dalam satu keluarga tidak memiliki keturunan 
maka keluarga yang lain berhak bertindak sebagai ahli waris dengan mempusakai 
harta yang ditinggalkan oleh pewaris. 
                                                 
15 Nurlela, masyarakat Binamu Kabupaten Jeneponto, 23 Juli 2011.   
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Sebelum dikemukakan lebih lanjut tentang kedudukan dan bagian yang harus 
diperoleh anak dalam menerima harta warisan, maka penulis terlebih dahulu akan 
mengemukakan pengertian anak itu sendiri. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ter 
Haar sebagai berikut: 
Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, beribu 
orang perempuan yang melahirkannya dan mempunyai bapak seorang suami 
dari ibu yang melahirkannya.16  
Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan, bahwa anak sah atau anak 
kandung menurut hukum adat adalah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan 
yang sah. Sekalipun anak itu hanya dibibitkan diluar perkawinan, atau lahir beberapa 
hari saat perkawinan. 
Di daerah Binamu Kabupaten Jeneponto mengenal beberapa macam anak 
menurut statusnya yaitu : ana’ kale (anak kandung), ana’aho (anak tiri) sedangkan 
ana’ piara (anak angkat). Dibawah ini akan diuraikan pengertian masing-masing 
anak tersebut serta kedudukannya dalam menerima harta warisan. 
a. Anak kandung atau ana’ kale 
Anak kandung adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah 
menurut hukum baik anak laki-laki  maupun anak perempuan. Anak kandung ini 
merupakan ahli waris yang utama dari harta peninggalan kedua orang tuanya. 
Di daerah adat masyarat Binamu Kabupaten Jeneponto anak tunggal baik anak 
laki-laki maupun anak perempuan keduanya mendapat semua harta  yang 
ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Jika anak itu dua orang laki-laki atau dua 
orang perempuan maka mereka membagi rata harta warisan yang ditinggalkan orang 
                                                 
16 Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan R. Hg  Surbakti 
Presponoto,Let. N.Voricin Vahveve ( Bandung: 1990),  h.35.   
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tuanya, tetapi jika mereka berdiri seorang laki-laki dan perempuan saja maka bagian 
masing-masing yaitu dua banding satu. 
b. Anak tiri atau ana’ aho 
Anak tiri adalah anak yang masuk ke dalam suatu perkawinan yang 
disebabkan karena mungkin sang suami atau sang istri pernah kawin dan memiliki 
anak dan kemudian anak tersebut dibawah kedalam  perkawinannya yang baru. Anak 
tiri di daerah adat mayarakat Binamu Kabupaten Jeneponto hanya dapat mewaris dari 
orang tua kandungnya sebagai mana ungkapan barang riolo ana’ riolo, barang 
riboko ana’ ribolo, artinya harta benda yang ada pada perkawinan yang pertama 
hanya dapat diwarisi oleh anak pada perkawinan pertama sedangkan harta benda 
perkawinan yang kedua hanya dapat diwarisi oleh anak pada perkawinan yang 
kedua.17 
Jadi anak tiri tersebut tidak berhak mewarisi atas harta peninggalan bapak 
tirinya demikian pula sebaliknya. Ia hanya dapat mewarisi dari orang tua 
kandungnya. 
c. Anak angkat atau ana’ piara. 
Anak angkat adalah anak yang diangkat oleh sepasang suami istri. Anak 
angkat adalah turunan dua orang suami istri, yang diambil, dipelihara dan 
diperlakukan oleh mereka sebagai anak kandungnya sendiri. 
Pada masyarakat adat Binamu Kabupaten Jeneponto pengangkatan anak 
biasanya diambil dari keluarga terdekat misalnya kemenakan (anak dari saudara) 
anak dari sepupu atau biasa juga cucu. Pengangkatan  anak yang dilakukan oleh 
sepasang suami istri pada umumnya mengambil anak angkat dua orang yaitu satu dari 
                                                 
17 H. Amir Krg.Nai, di Desa Balang Toa, Wawancara pada tanggal 25 Juli 2011. 
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pihak suami dan satu dari pihak istri. Dengan pertimbangan supaya penguasaan 
warisan atau harta peninggalan dalam perkawinan dibagi rata antara pihak suami dan 
pihak istri. Tetapi pengangkatan anak biasanya diambil dari keluarga pihak istri. 
Meskipun anak angkat menurut ketentuan agama Islam tidak berhak mewaris 
disebabkan pewarisan haruslah berasaskan hubungan darah, tetapi dibeberapa 
masyarakat yang ada semacam kebijakan tertentu bahwa anak angkat berhak 
mendapat harta warisan orang tua angkatnya. Sejauh mana anak angkat dapat 
mewaris dari orang tua anagkatnya, perlu dilihat dari latar belakang terjadinya 
pengangkatan anak, diantaranya tidak mempunyai keturunan, tidak ada penerus 
keturunan, menurut adat perkawinan setempat, hubungan baik dan meningkatkan tali 
persaudaraan, rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan, dan kebutuhan akan tenaga 
kerja.18 
Dalam hukum adat masyarakat Kecamatan Binamu, anak angkat bukanlah 
merupakan ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi berhak menerima sebagian atau 
seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya disebabkan karena anak angkat 
tersebut  berbuat baik sepenuhnya kepada orang tua angkatnya, dia yang memelihara, 
membantu bekerja, merawat si pewaris, membayar utang-utang, menyelesaikan 
pengajian atau ta’ziah orang tua angkatnya. 
 
2. Bagian suami isteri. 
Dalam hukum waris adat yang berlaku di daerah Binamu kabupaten 
Jeneponto, pada pembagian harta warisan selain anak semua menjadi terhalang 
                                                 
18 Wiranata, Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa ke Masa, (Bandung: PT.Citra 
Aditya Bakti, 2005), h. 261.  
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apabila pewaris tidak meninggalkan anak, barulah ahli waris lain dapat menerima 
harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris. 
Pasangan suami istri, apabila salah satunya terlebih dahulu meninggal dunia 
maka menurut ketentuan yang berlaku di daerah adat Kecamatan Binamu : 
a) Suami atau istri apabila salah satunya meninggal dan mempunyai  anak, maka 
salah satunya yang masih hidup tidak mendapat harta warisan, karena semua 
harta itu diwarisi oleh anak-anaknya. Sebagaimana pernyataan dalam 
masyarakat adat Binamu seorang istri atau suami tidak pernah menuntut 
pembagian dari harta peninggalan suaminya atau istrinya bila anak-anaknya 
telah menguasai, cukup janda atau duda ikut pada anaknya yang telah 
mandiri.19  
b) Suami atau istri apabila salah satunya, dengan tidak meninggalkan anak atau 
keturunan maka keduanya mendapat harta yang ditinggalkan dengan 
ketentuan harta bersama dikuasai oleh salah satunya yang masih hidup dan 
apabila dia sudah meninggal baru harta tersebut dilimpahkan kepada yang 
berhak menerimanya sedangkan untuk harta bawaan akan dikembalikan 
kapada pemiliknya masing-masing antara kedua belah pihak (suami dan istri), 
bagi yang meninggal dunia akan dikembalikan kepada keluarga yang terdekat 
seperti saudara kandungnya atau kemenakannya.20   
3. Bagian Ayah dan ibu. 
Dalam pembagian harta warisan di daerah Kecamatan Binamu, ayah dan ibu 
tidak termasuk golongan keluarga atau kerabat yang mendapat hak warisan, karena 
                                                 
19 Sangkala Dg.Tiro, Kepala Kelurahan Sidenre, Wawancara pada tanggal 24 Juli 2011.  
20 Sangkala Dg.Tiro, Kepala Kelurahan Sidenre, Wawancara pada tanggal 24 Juli 2011 
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keduannya (ayah dan ibu) dianggap bukan sebagai ahli waris penerus keluarga. 
Keduanya hanya mendapat pemeliharaan yang patut dari anaknya atau kerabatnya 
yang terdekat.21 
Setelah penulis menerangkan bagian-bagian ahli waris yang terdekat dari 
pewaris maka dibawa ini penulis akan menjelaskan cara pembagian warisan menurut 
adat masyarakat Binamu Kabupaten Jeneponto. 
Pembagian harta warisan selalu didasarkan pada pertimbangan melihat wujud 
dari benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi, walaupun hukum waris 
adat masyarakat Binamu Kabupaten Jeneponto mengenal asas kesamaan hak, tidak 
berarti bahwa setiap ahli waris akan mendapatkan bagian warisan dengan jumlah 
yang sama , dengan nilai harga yang sama atau menurut bagian yang sudah 
ditentukan.  
Bahwa menurut hukum adat di Jeneponto apabila anak kandung sudah kawin 
baik laki-laki maupun anak perempuan, maka orang tua bapaknya memberikan 
Pangngangreang (tempat kehidupan) anaknya dalam mengarungi rumah tangganya 
dan mengenai rumah. Biasanya orang tua memberikan kepada yang bungsu, kadang 
diberikan kepada yang sulung, tetapi jarang terjadi sepanjang ada anak perempuan 
tidak pernah orang tua memberikan tempat tinggal (rumahnya) kepada anak laki-
lakinya. Pemberian harta benda berupa rumah tersebut merupakan harta warisan 
untuk anak-anaknya kelak setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. 
Merupakan rangkaian hukum adat yang ada di masyarakat Binamu Kabupaten 
Jeneponto yang dihormati dan ditaati di Jeneponto adalah biasanya orang tua 
memberikan sebagian harta bendanya ,tetapi tidak dibagikan secara keseluruhan 
                                                 
21 Sangkala Dg.Tiro, Kepala Kelurahan Sidenre, Wawancara pada tanggal 24 Juli 2011 
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kepada anak-anaknya untuk tajamatenna (nantinya untuk persiapan biaya 
kematiannya) dan siapa saja anaknya yang sanggup mengeluarkan biaya kematian 
adatnya, maka hari mati ketujuhnya, hari kedua puluhnya, hari keempat puluhnya, 
hari setengah tahunnya dan tammutaunna (satu tahun kematiannya) maka anak itulah 
yang berhak mengambil dan akan memiliki harta benda tersebut atau setelah 
penguburan,utang-utang, dan lain-lain yang bersangkutan dengan pewaris telah 
diselesaikan maka mulailah  melakukan pembagian harta warisan kepada kesemua 
ahli waris yang berhak menerimanya. 
Pembagian harta warisan dilakukan dalam musyawarah keluarga terlebih 
dahulu, kemudian diajukan ke dalam musyawarah adat dan pemangku adat menjadi 
saksi atas bagian yang diperoleh ahli warisnya sesuai dengan keadaannya.    
C. Tinjaun syariat Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Adat Binamu 
Kabupaten Jeneponto 
Masyarakat Binamu penduduknya mayoritas beragama Islam, sehingga 
hampir seluruh  perbuatannya dan aspek kehidupannya banyak diwarnai dengan 
penuh kebiasaan. Pembagian harta warisan ini telah banyak membudaya dalam 
masyarakat adat Kabupaten Jeneponto sehingga sistem kewarisan menurut hukum 
Islam kurang Nampak berpengaruh bila dibandingkan dengan sistem waris adat. 
Dimana sistem kekeluargaan dalam pembagian harta warisan sangat mendomisili, 
yang mengakibatkan seringnya terjadi penyalahgunaan hak. 
Hal ini dapat dilihat dalam pembagian harta warisan dimana seseorang istri 
atau suami tidak mendapat harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau isterinya 
bila anaknya telah menguasainya. Demikian pula kedua orang tua pewaris (bapak 
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ibu) seharusnya mendapat badian harta warisan, tetapi mereka tidak mendapat harta 
yang ditinggalkannya, bahkan sebaliknya anak angkat pewaris yang berhak atas harta 
peninggalan orang tua angkatnya. 
Tentang pembagian harta warisan, Islam sangat teliti karena warisan adalah 
merupakan dasar kehidupan dalam menjalani kehidupan keluarga selanjutnya. 
Hukum waris Islam sangat memperhitungkan hubungan kekerabatan secara timbal 
balik yang didasari dengan prioritas utama kekerabatan yang terdekat. 
Tentang bagian anak menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak 
mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya karena anak angkat tidak 
termasuk dalam hal sebab mempusakai. 
Karena sebab-sebab mempusakai hanya berdasarkan atas hubungan darah atau 
kekerabatan, hubungan perkawinan, hubungan keislaman, dan kemerdekaan budak, 
sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah swt, dalam QS. Al-Ahzab/ 333: 4-5 
sebagai berikut : 
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Terjemahnya: 
Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam 
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai 
ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 
kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. 
dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang 
benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama 
bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak 
mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-
saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap 
apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja 
oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.22 
Sebagaimana yang dijelaskan diatas dalam firman Allah swt, diatas bahwa 
anak angkat tidak termasuk dalam lingkaran waris mewarisi, oleh karena itu anak 
angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan bapak dan ibu angkatnya. 
Namun demikian boleh saja anak angkat mendapat bagian dari harta 
peninggalan bapak dan ibu angkatnya bila mereka meninggalkan wasiat hibah 
untuknya, dengan tidak merugikan ahli waris yang patut atau yang terdekat. 
Sedangkan anak tiri dalam masyarakat Binamu tidak mendapat harta warisan yang 
ditinggalkan bapak atau ibu tirinya seprti ungkapan mereka yang mengatakan 
                                                 
22 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Jakarta: CV. Swakarya, 1990), h. 
666-667. 
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“barang riolo ana’ riolo, barang riboko ana’ ribolo”, artinya harta benda yang ada 
pada perkawinan yang pertama hanya dapat diwarisi oleh anak dari perkawinan 
pertama dan harta yang ada pertama hanya diwarisi oleh anaknya dari perkawinan 
pertama dan harta yang ada pada perkawinan kedua hanya dapat diwarisi oleh anak 
dari perkawinan kedua. 
Dalam penjelasan diatas dapat diketahui bahwa anak angkat dan anak tiri 
adalah bukan sebagai anak kandung maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan 
harta warisan, mereka biasa mendapat harta warisan dengan cara wasiat atau hibah 
dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan.23 
Adapun bagian istri atau suami bila salah satunya meninggal maka istri atau 
suami tidak mendapatkan harta warisan. Demikian pula halnya dengan ayah dan ibu 
pewaris mereka tidak mendapat harta warisan yang ditinggalkan oleh anak-anaknya. 
Mereka cukup memperoleh pemeliharaan dari anak-anaknya. 
Dalam hukum Islam bahwa istri atau suami adalah orang yang berhak untuk 
mendapat harta warisan yang ditinggalkan oleh istri atau suaminya karena termasuk 
dalam golongan dzul faraid yaitu orang yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-
Qur’an. Adapun bagian suami adalah jika ia tidak meninggakan anak maka ia 
mendapat ½ dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya, tetapi jika ia mempunyai anak 
maka bagian suami adalah ¼. Sedangkan bagian istri jika ia tidak mempunyai anak 
maka ia akan memperolah ¼ dari harta peninggalan suaminya. Tapi, jika ia punya 
anak maka bagiannya 1/8 dari harta yang ditinggalkan suaminya.24 
                                                 
23 M. Ali Hasan, Hukum Warisan Dalam Islam, (Cet. VI; Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1996) 
h.27.   
24 Ibid. h.36-38.  
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Adapun bagian bapak dan ibu menurut hukum waris Islam adalah sebagimana 
dalam firman Allah swt dalam QS.An-nisa/4: 11-12. 
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Terjemahnya : 
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. 
Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak 
perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi 
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 
seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, 
bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 
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meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai 
anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; 
jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat 
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat 
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan 
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 
(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.25 
Dalam surah An-Nisa ayat 11 mengatur perolehan anak dengan tiga garis 
hukum, perolehan ibu dan bapak dengan tiga garis hukum, dan soal wasiat dan 
utang.26QS. An-Nisa/4: 12. 
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25 Departeman Agama RI, Musfar Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Depok: Penerbit Al-Huda, 
2002),h.79-80.  
26 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Cet.I; Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 
4.   
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Terjemahnya: 
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai 
anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya 
sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar 
hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika 
kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri 
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi 
wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika 
seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan 
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki 
(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-
masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara 
seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, 
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya 
dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).  (Allah menetapkan yang 
demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Penyantun.27 
 Ayat di atas mengatur perolehan duda dengan dua garis hukum, soal wasiat 
dan hutang. Perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan 
perolehan saudara-saudara dalam hal kalaalah dengan dua garis hokum, soal wasiat 
dan hutang.28  
Dengan melihat pernyataan ayat tersebut di atas, maka sudah sangat jelas 
kedudukan bapak dan ibu sebagai ahli waris dari anak-anaknya, apa bila anak 
meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tuanya. 
                                                 
27 Departemen Agama RI, op cit, h. 80. 
28 Sajuti Tahlib, op cit, h.4   
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Dalam pembagian kewarisan islam sudah mempunyai ketentuan bagian 
masing-masing ahli waris yang tertuan dalam surat an-nisa ayat 11-12. Dan kala kita 
mengamati sistem pembagian kewarisan adat dengan hukum waris islam mempunyai 
perbedaan yang sangat siknifikan, sebab dalam hukum Islam sudah ada ketentuan 
yang jelas tentang bagian-bagian masing-masing ahli waris, sedangkan dalam hukum 
adat sistem kewarisan hukum adat ada yang menganut sistem kewarisan matrilineal, 
patrilineal dan parental, akan tetapi dari perbedaan tersebut Islam memang dan sebagi 
sesuatu yang wajar.  
Dengan melihat pembagian harta warisan yang berlaku di daerah adat 
masyarakat Binamu dengan membandingkan pembagian harta warisan menurut 
hukum Islam,maka penulis dapat memahami bahwa pembagian-pembagian harta 
warisan menurut  hukum Islam berlaku secara sempurna  di daerah adat Masyarakat 
Binamu Kabupaten Jeneponto. 
Sesungguhnya hukum waris Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad 
saw, telah mengubah hukum waris arab pra-Islam dan seakaligus merombak struktur  
hubungan kekerabatannya, bahkan merombak sistem pemilikan masyarakat arab 
ketika itu, wanita tidak diperkenankan memiliki harta benda, kecuali wanita dalam 
kalangan elite. 
Islam merinci dan menjelaskan melalui al-Quran al-Karim bagian tiap-tiap 
ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Meskipun 
demikian, sampai kini persoalan pembagian harta waris masih menjadi penyebab 
timbulnya keretakan hubungan keluarga. Ternyata, disamping karena keserakahan 
dan ketamakan manusianya, kericuhan itu sering terjadi sebagai akibat kekurang 
tahuan ahli waris mengenai hakekat waris dan cara pembagiannya. Kekurang 
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pedulian umat Islam terhadap disiplin ilmu ini memang tidak dapat kita pungkiri, 
bahkan Imam Qurtubi memberikan komentar  bahwa Apabila kita telah mengetahui 
hakekat ilmu ini, maka betapa tinggi dan agung penguasaan para sahabat tentang 
faraidh. Meski demikian sangat disayangkan kebanyakan manusia (terutama masa 
kini) mengabaikan dan melecehkannya. 
Syari’at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang teratur  dan adil. 
Konsep keadilan dalam hukum ditentukan oleh tujuannya. Keadilan dalam hukum 
Islam digantung kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Karena 
tidak mungki manusia itu melakukan keadilan itu secara tepat dan benar. Di sini pun 
keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan segala yang ditentukan 
oleh Allah SWT pasti adil.  
Kepemilikan harta bagi setiap manusia, tidak mempersoalkan apakah ia laki-
laki ataukah perempuan. Syari’at Islam juga menetapkan hak pemindahan 
kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh 
kerabat dan nasabnya. Al-Quran menjelaskan dan merincin secara detail hukum-
hukum yang barkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak siapapun. Bagi 
yang harus diterima semua dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap waris, 
apakah ia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, bahkan hanya 
sekedar saudara seayah atau seibu.  
Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki 
lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi 
nafkah. (Lihat surat An-Nisaa ayat 34). Lebih dari dua Maksudnya: dua atau lebih 
sesuai dengan yang diamalkan Nabi. 
Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti:  
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a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka.  
b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari 
sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan. 
Dari ayat diatas telah memberikan pemahaman kepada kita bahwa mengenai 
masalah kewarisan sudah mempunyai ketentuan pembagian masing-masing ahli waris 
dan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum harta warisan dibagi kepada para ahli 
waris, seperti wasiat, hutang si pewaris dan lain-lain. 
Sebab antara daerah satu dengan daerah yang lain mempunyai corak 
masyarakat sehingga dalam sistem kewarisanpun mempunyai perbedaan seperti yang 
terjadi pada masyarakat kabupaten jeneponto terkhusus di kecamatan binamu. 
Asalkan pembagian kewarisan tersebut tidak menimbulkan pertengkaran diantara 
para ahli waris yang ada, akan tetapi yang diinginkan dalam Islam sebenarnya adalah 
keadilan dan para ahli waris merasa puas dan tidak ada pertengkaran antara para ahli 
waris. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka akan dipaparkan beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dilihat dari susunan kekeluargaan masyarakat adat Binamu, maka 
masyarakat adat Binamu  menganut susunan kekeluargaan parental yang 
tidak murni, karena anak merupakan ahli waris dari kedua orang tuanya, 
baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada sistem kewarisan 
menganut sistem individual, Karena setiap ahli waris mendapat bagian 
secara perorangan dan ahli waris tersebut berhak berbuat bebas terhadap 
harta yang diperolehnya dari pewaris. Disamping itu berlaku pula sistem 
kewarisan kolektif, karena setiap ahli waris hanya berhak memperoleh 
hak pakai saja dari harta warisan yang tidak terbagi itu, harta warisan 
yang dimaksud adalah harta turunan.   
2. Pada masyarakat Binamu harta warisan dapat berpidah setelah pewaris 
meninggal dunia, harta warisan itu dapat beralih kepada ahli warisnya 
selama ia masih hidup dengan melalui penerusan atau pengalihan, 
penunjukan atau wasiat. Perbandingan bagian anak laki-laki dan anak 
perempuan pada daerah adat masyarakat Binamu adalah dua banding 
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satu. Pada masyarakat adat Binamu, pembagian harta warisan dilakukan 
atas dasar musyawarah keluarga dengan ahli warisnya. 
3. Berdasarkan pemaparan, bahwa pembagian harta warisan Kecamatan 
Binamu menurut syari’at Islam dalam hal pembagian juga mengenal 
perbandingan dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan 
sebagaimana yang dikenal dalam kewarisan hukum Islam. Namun, 
beberapa diantaranya masih berbeda dalam hal bagian tiap-tiap ahli waris.  
B. Saran-Saran 
1. Hukum waris adat di Kecamatan Binamu sampai saat ini masih berlaku 
dan ditaati oleh masyarakat setempat. Hendaknya pemerintah lebih 
meningkatkan dan lebih mengantisipasi masyarakat untuk menghindari 
sikap kepanatikan terhadap tradisi yang dapat menimbulkan keretakan 
hubungan keluarga, akibat pembagian harta warisan yang jauh dari sisi 
keadilan.  
2. Pembagian biasanya dilakukan dengan musyawarah dalam menyelesaikan 
dan memutuskan perselisihan mengenai pembagian harta warisan, tidak 
dilakukan secara tertulis. Oleh karena itu penulis menyarankan, demi 
untuk menjaga jangan terjadi salah paham di kemudian hari bagi pihak 
yang bersangkutan hendaknya ditetapkan dalam bentuk tertulis atau 
dengan lebih baik lagi bila dapat dikumpulkan dan dibukukan. Walaupun 
dalam bentuk sederhana, sehingga dapat menjadi pedoman pada pihak 
lainnya yang mengalami perkara serupa. 
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3. Bagi ummat Islam, kewarisan adalah sangat penting dalam kehidupan 
masyarakat. Dengan hadirnya syariat Islam yang bertujuan untuk 
kemaslahatan ummat Islam. Mala pembinaan selanjutnya dalam 
kehidupan sosisl masyarakat hendaknya selaras dengan jiwa dan prinsip 
hokum Islam dan diterima dengan utuh.   
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